BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 435 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang;

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan Birokrasi
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu
ditindaklanjuti dengan Perubahan Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 75
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Karawang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2021 Nomor 11);




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KARAWANG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 tahun
2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2021 Nomor 75) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, membawahkan:

1. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan
Pendanaaan;

2. Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,
membawahkan:

1. Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan;
2. Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia.

e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
membawahkan:

1. Kelompok Sub-Substansi Perekonomian;
2. Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Alam.
f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
1. Kelompok Sub-Substansi Infrastrutkur;
2. Kelompok Sub-Substansi Kewilayahan.
g. Bidang Riset dan Inovasi, membawahkan:

1. Kelompok Sub-Substansi Sosial Ekonomi dan
Pemerintahan;

2. Kelompok Sub-Substansi Pembangunan, Inovasi
dan Teknologi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(2)

Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Paragraf 3
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 10

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Badan dalam hal fasilitasi,
koordinasi, pengolahan, pembinaan, monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan perencanaan Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Bidang Bidang Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

mempunyai fungsi :

a. perumusan bahan kebijakan teknis Badan dan/atau
bahan kebijakan daerah dalam hal Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Badan dan/atau
kebijakan daerah dalam hal Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah;

b. pelaksanaan administrasi Badan dalam  hal
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah; dan

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah yaitu :
a. Tugas Atributif:

1. merumuskan perencanaan dan program Kkerja
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah sebagai bahan penyusunan
perencanaan dan program kerja Badan;

2. merumuskan bahan kebijakan teknis Badan
dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah;




b.

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok
Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan serta
Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi
dan Pelaporan sesuai program kerja yang
ditetapkan;

memimpin, mengarahkan, Membina, coaching,
Mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas
Kelompok  Sub-Substansi Perencanaan dan
Pendanaan  serta  Kelompok  Sub-Substansi
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai
pedoman yang ditetapkan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-
Substansi Perencanaan dan Pendanaan serta
Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi
dan  Pelaporan sebagai bahan  perbaikan
selanjutnya;

melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan

pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang
tugasnya.

Tugas Substantif:

L

2.
3.

10.

11.

12.

13.

melakukan Analisa dan pengkajian perencanaan
dan pendanaan pembangunan daerah;

melakukan Analisa dan pengkajian wilayah;
melakukan pengumpulan dan analisis data dan
informasi pembangunan untuk perencanaan
pembangunan daerah;

pengintegrasian dan harmonisasi program-program
pembangunan di daerah,

perumusan kebijakan perencanaan, pengendalian,
evaluasi dan informasi pembangunan daerah,;
mengordinasikan dan mengsinkronisasikan
pelaksanaan kebijakan perencanaan dan
penganggaran di daerah;

melakukan evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan pembangunan daerah dan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta
hasil rencana pembangunan daerah;

melakukan pengendalian melalui pemantauan,
suvervsi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap
pencapaian tujuan agar program dan kegiatan
sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
mengidentifikasi permasalahan pembangunan
daerah berdasarkan data untuk mengetahui
perkembangan pembangunan;

menyajikan dan mengamankan data informasi
pembangunan daerah;

melakukan pengamanan data melalui bahan cetak
dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan pembangunan daerah;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan pembanguna daerah;
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3.

14. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk
penyiapan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah; dan

15. penyusunan hasil evaluasi dan laporan
pelaksanaan program pembangunan daerah.

(4) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah membawahan:

1. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan pendanaan;

2. Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan.

Judul Paragraf 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 17 dihapus.

Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat
yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Karawang
Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati
Karawang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi Dan Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karawang, tetap menduduki jabatannya dan
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan
Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat yang mengalami perubahan Nomenklatur masih
melaksanakan tugas sampai dilakukan pengukuhan pada
Nomenklatur Jabatan yang baru.

Bagian Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.




Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
: B~

Diundangkan di Karawang

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 435




LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR43§ TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,

FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
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BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
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